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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang 

Pemerintah Daerah yang diganti menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 

yang saat ini menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. 

Undang-Undang ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur urusan 

rumah tangganya sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya pelimpahan 

kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan efektevitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah 

daerah. 

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pemerintah daerah merupakan 

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah. Penyelenggara 

fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh 

sumber pembiayaan yang memadai. Dalam menjalankan otonomi daerah 

pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan 

efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam 

melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk 

meningkatkan pemerataan dan keadilan sehingga dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar pemerintah daerah dapat
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membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Pada dasarnya sumber-

sumber penerimaan di antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. 

Misalnya saja, ada daerah yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi 

daerah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah lainnya 

yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, 

mengingat keterbatasan sumber daya  yang dimilikinya. 

Salah satu dampak yang muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 di atas adalah terjadinya pemekaran daerah. Berdasarkan 

pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran 

daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, pasal 33 

ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran 

daerah adalah pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau 

lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding 

dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.  

Tujuan pemekaran diharapkan mampu mempersingkat rentang kendali 

antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum 

terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan 

untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah 

yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan 

daerah saja. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang 

masih belum berkembang sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah-

daerah yang belum berkembang tersebut. 
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Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah yang telah mengalami 

pemekaran sebanyak dua kali. Pertama pemekaran yang terjadi di Kota 

Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 

2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya telah ditingkatkan 

menjadi Pemerintah Kota Prabumulih. Kedua  pemekaran yang terjadi di 

Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 11 januari 2013 

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Sumatera 

Selatan. Ini berarti secara resmi Kabupaten Muara Enim terpecah menjadi tiga 

Kabupaten sebagai Otonomi Daerah Baru. Dimana Kabupaten Muara Enim 

sebagai daerah Induknya, Kota Prabumulih dan Kabupaten  Panukal Abab 

Lematang Ilir (PALI) sebagai daerah anaknya. 

Terbentuknya daerah baru setelah pemekaran daerah secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap perekonomian dan sumber-sumber pendapatan bagi daerah 

induknya. Daerah yang baru terbentuk akan menerima sebagai aset dari wilayah 

induknya untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 Tentang pedoman 

Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru 

dibentuk. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: “ Barang milik daerah atau 

yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota 

induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib 

diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk”. Akibat penyerahan aset 

sebagaimana dijelaskan dalam Kepmendagri di atas menyebabkan berkurangnya 
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aset dan sumber-sumber pendapatan Kabupaten Muara Enim. Salah satunya 

adalah berkurangnya penerimaan PAD yang akan mempengaruhi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tersebut dan pada akhirnya 

berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan Kabupaten yang bersangkutan. 

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai 

transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran 

pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu 

alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD 

(Halim, 2012). 

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat 

pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah 

tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi 

daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah 

daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. 

Latar belakang masalah dalam studi akuntansi dan keuangan banyak 

bersumber dari teoritis dengan melakukan review terhadap penelitian sebelumnya.  

Pada penelitian sebelumnya (Hidayat, Pratomo, & Hartjito, 2007) meneliti tentang 

Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara 

menghasilkan kesimpulan bahwa dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran, Kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang 
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Hasundutan, dan Pakpak Barat secara rata-rata mengalami pertumbuhan 

pengeluaran lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Sedangkan Kabupaten 

Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Padang Sidimpuan mengalami 

pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pengeluarannya. Dilihat dari 

indikator kinerja PAD, kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami 

pertumbuhan PAD yang positif tetapi masih relatif kecil peranannya dalam 

struktur APBD. Dari peta kemampuan keuangan (metode kuadran) 

mengindikasikan ketidakpastian masing-masing kabupaten/kota pemekaran di 

Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi. 

Selain itu, dalam penelitian (Mariani, 2013) tentang Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris pada 

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). 

Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek desentralisasi 

fiskal sesudah pemekaran daerah; 2). Terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah; 3). Terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan 

sesudah pemekaran daerah; 4). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran 

daerah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek 

penelitian yang dilakukan oleh (Mariani, 2013) adalah Kabupaten/Kota di 

Sumatera Barat. Sedangkan objek penelitian ini adalah Kabupaten Muara Enim.  
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Berdasarkan informasi di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai “Kinerja Keuangan Kabupaten Muara Enim Sebelum dan Sesudah 

Pemekaran Daerah”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di ungkapkan sebelumnya, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian in adalah: Bagaimana kinerja 

keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran 

daerah dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian  ini adalah: Untuk mengukur bagaimana kinerja 

keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran 

daerah dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan nantinya penelitian ini akan 

dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain: 

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

tambahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kinerja keuangan, 

mengenai efektivitas atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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2. Manfaat Prakitis, diharapkan ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan 

acuan dalam meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim di 

periode selanjutnya.  

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Muara Enim. Untuk mempermudah masalah dan agar 

pembahasan yang dilakukan lebih terarah maka peneliti memfokuskan penelitian 

ini pada kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum pemekaran dan 

sesudah pemekaran daerah dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir 

(PALI) dengan menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran 

Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2012 sebelum pemekaran daerah dan tahun 

2014-2016 sesudah pemekaran daerah. 

 

1.5.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berupa studi deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja 

keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dianalisis 

menggunakan rasio keuangan APBD yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan 

daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daaerah, rasio aktivitas, 

serta rasio pertumbuhan. 
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1.5.3 Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2014:402). Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari objek penelitian yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan, 

literatur kuliah, makalah, jurnal, dan koran serta literatur-literatur lainnya yang 

berhubungan dengan topik penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapat 

melalui media perantara atau yang telah diolah. Data sekunder berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun, baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan dalam hal ini berupa Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim tahun 

2010-2012 sebelum pemekaran daerah dan tahun 2014-2016 sesudah pemekaran 

daerah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari : 

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara 

Enim. 

2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. 

 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Dokumentasi 

    Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen. Dalam hal ini berupa dokumen-dokumen Laporan 
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Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim 

tahun Anggaran 2010 sampai 2016. 

b) Studi Kepustakaan 

Penelitian menggunakan pustaka sebagai sumber data dengan 

mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang ada. Studi kepustakaan 

adalah dengan menggunakan, mengumpulkan, dan mempelajari literatur-literatur 

dan buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

 

1.5.5 Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan yang di 

angkat, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian operasional variabel 

sebagai berikut: 

1.      Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk 

menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi 

kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan 

kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung 

sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam 

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batasan-

batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 
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2.      Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara 

ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal 

dari sumber lain. 

3.      Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan 

asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

4.      Rasio Efisiensi 

Rasio Efisensi merupakan perbandingan antara total realisasi pengeluaran 

(belanja daerah) dengan realisasi pendapatan asli daerah. 

5.       Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi atau Belanja Modal secara 

optimal. 

6.       Rasio Petumbuhan 

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode 

berikutnya. 

 

1.5.6 Metode Analisis Data 

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggunakan rasio keuangan untuk mengukur 
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kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan daan Belanja Daerah (APBD) sebelum 

pemekaran tahun 2010-2012 dan setelah pemekaran tahun 2014-2016. Dilakukan 

dengan cara menghitung rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim 

menggunakan rasio-rasio sebagai berikut: 

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 100% 

 

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efesiensi Keuangan Daerah 

 a. Rasio Efektivitas 

=
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ 

b. Rasio Efisiensi 

                   Rasio Efisiensi =𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

× 100% 

 

3) Rasio Keserasian 

a. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 × 100% 

 

b. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 × 100% 
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4) Rasio Pertumbuhan 

    a. Rasio Pertumbuhan PAD 

       Rasio Pertumbuhan PAD= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑛𝑛 −𝑋𝑋𝑛𝑛−1
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑛𝑛−1

× 100% 

  b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 

          Rasio Pertumbuhan Pendapatan = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑛𝑛−𝑋𝑋𝑛𝑛−1
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑛𝑛−1

× 100% 

 

  c. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin 

                           𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑋𝑋𝑛𝑛−𝑋𝑋𝑛𝑛−1
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑋𝑋𝑛𝑛−1

× 100% 

  d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑋𝑋𝑛𝑛 − 𝑋𝑋𝑛𝑛 − 1
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑋𝑋𝑛𝑛 − 1

× 100% 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran secara keseluruhan dari isi skripsi ini, penulis akan 

menyajikannya dalam 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara 

sistematis sehingga mengambarkan hubungan antara satu bab dengan bab-bab 

lainnya,  maka dari itu dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Didalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

Pada bab ini akan dikemukakan dan diuraikan berbagai teori yang 

digunakan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai 

landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan dalam penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM  

Dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai sejarah Kabupaten 

Muara Enim, kondisi geografis,kependudukan, serta struktur pemeritahan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan mengenai 

kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran tahun 

2010-2012 dan Sesudah Pemekaran Daerah tahun 2014-2016 dengan 

Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir menggunakan analisis rasio 

keuangan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-

saran, serta implikasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Muara 

Enim terkait dengan masalah kinerja keuangan daerah. 
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